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implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk
meningkatkan akuntabilitas kinerja.

. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi
yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang
disampaikan, Pemerintah Kota Prabumulih telah menindaklanjuti rekomendasi
hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan
sebagai berikut:

a. Telah melakukan koordinasi dengan perangkat daerah untuk memperbaiki
Perjanjian Kinerja dan IKU sebagai dasar dalam mencapai kinerja.

b. Telah mengadakan evaluasi pelaksanaan AKIP pada setiap perangkat daerah
dengan perbaikan pada rencana kinerja.

c. Masing-masing perangkat daerah memperhatikan indikator kinerja utama dalam
pelaksanaan SAKIP.

d. Melakukan monitoring dengan memperhatikan Hasil Capaian tahun
sebelumnya untuk menetapkan Target Tahun Selanjutnya

e. Melakukan Rapat Koordinasi agar masing-masing perangkat daerah membuat
laporan Kinerja Per triwulan sebagai Acuan dalam SAKIP Tahunan

. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Prabumulih menunjukkan
bahwa nilai sebesar 61,56 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa
implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu kualitas penerapan manajemen
kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada
hasil telah menunjukkan hasil yang baik pada Sebagian unit kerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

. Nilai
Komponen Yang Dinilai Bobot 5022 2023
a. Perencanaan Kinerja 30 22,35 22,51
b. Pengukuran Kinerja 30 14,70 14,50
c. Pelaporan Kinerja 15 9,96 9,93
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja o5 14.20 14.62
Internal
Nilai Hasil Evaluasi 100 61,21 61,56
Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah
Kota Prabumulih tahun 2023 sebagai berikut:






4)

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa

catatan sebagai berikut:

e Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP perangkat
daerah yang disampaikan belum dilakukan secara berkala, sehingga
evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu
mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja tingkat perangkat
daerah dan akan berpengaruh juga pada tingkat pusat;

e Hasil evaluasi internal yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil
evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup dan
menyasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh
perangkat daerah dalam mengimplementasikan SAKIP;

e Monitoring atas temuan dan rekomendasi yang diberikan kepada
perangkat daerah belum dilakukan secara berkala.

4. Rekomendasi
Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan

akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Dalam penyusunan atau dalam mereviu perencanaan Kkinerja agar tetap
mengacu pada mekanisme penyusunan dokumen perencanaan yang ada serta
memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan Kkinerja
seperti orientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat
(result oriented), kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan
(integrated development plan), mekanisme cascade kinerja, serta kualitas
pemantauan dan evaluasi kinerja;

Memastikan kembali keselarasan perencanaan kinerja di tingkat pemerintah
daerah dengan cara memastikan kinerja sasaran strategis yang dituangkan ke
perjanjian kinerja sesuai dengan kinerja tahun berjalan yang ada di RPJMD
sehingga perencanaan kinerja di tingkat pemerintah daerah lebih berkualitas;
Memastikan kembali keselarasan pada perencanaan kinerja pada tingkat
pemerintah daerah antara Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK), khususnya
dalam penetapan sasaran strategis sehingga pencapaian kondisi kinerja
menjadi lebih jelas dan konsisten;

Mendorong pemanfaatan pohon kinerja yang telah disusun dengan
menuangkannya kedalam dokumen perencanaan, sehingga keselarasan
antara pohon kinerja dan dokumen perencanaan dapat tergambar dengan baik;

Memastikan kembali pengukuran kinerja yang dilakukan disertai dengan data
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